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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Syarat perolehan Hak Milik perseorangan dari tanah ulayat pada 

Suku Hubula di Distrik Wouma yaitu melakukan musyawarah dengan 

marga Wuka-Huby sebagai marga pasangan, mengisi surat permohonan 

Hak Milik atas tanah kepada Kantor Pertanahan, melampirkan surat 

keterangan bukti kepemilikan tanah adat, melampirkan surat pernyataan 

penguasaan fisik bidang tanah, melampirkan surat pernyataan tanah tidak 

dalam sengketa, melampirkan surat pernyataan permohonan pendaftaran 

Hak Milik, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu 

Keluarga (KK), dan gambar bidang tanah adat, serta mendaftarkan Hak 

Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya untuk mendapat 

sertipikat Hak Milik sebagai bukti sahnya tanah Hak Milik yang telah 

didaftarkan.  

B. Saran  

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, melakukan sosialisasi 

kepada warga masyarakat di 40 Distrik yang terdapat di Kabupaten 

tentang pentingnya pendaftaran Hak Milik yang diperoleh dari tanah 
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ulayat mengingat sebagian besar tanah di Kabupaten Jayawijaya 

merupakan tanah ulayat yang berasal dari warisan nenek moyang  

secara turun-temurun maka perlu adanya informasi yang disampaikan 

kepada masyarakat adat setempat terkait prosedur perolehan hak milik 

dari tanah ulayat yang benar. 

2. Lembaga Masyarakat Adat (LMA), melakukan pendataan terhadap 

tanah-tanah ulayat yang dimiliki oleh marga-marga dari suku Hubula. 

Selain itu, LMA perlu mempertegas kebijakan terkait Peraturan daerah 

Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat dan hak Perorangan Warga Masyarakat 

Hukum Adat atas Tanah agar adanya sinkronisasi terhadap kebijakan 

dan pelaksaannya, agar hak-hak masyarakat adat dapat dilindungi. 

3. Kepala Distrik Wouma, melakukan kerjasama yang baik dengan kepala 

kampung, kepala marga, dan lembaga-lembaga adat di Kabupaten 

Jayawijaya agar harapan akan terjaganya keutuhan tanah ulayat di 

Distrik Wouma dapat terlaksana dengan baik sehingga masyarakat adat 

semakin sadar akan pentingnya mengolah dan mengusahakan sendiri 

tanah warisan nenek moyang. 

4. Kepala Kampung Wesakin, melakukan kerjasama yang baik antara 

Kantor Pertanahan, Kepala Distrik dan Kepala Marga dalam hal 

mensosialisasikan prosedur perolehan Hak Milik dari tanah ulayat agar 

menghindari adanya konflik tanah ulayat di kemudian hari. 
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